PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 8 /DPRD/188.45/TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2045

MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Menimbang

Mengingat

A

hahwa Rancangan Peraruran Daerah Kota Makassar
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD] Kota Makassar Tahun 2025-2045,
telah dibahas melalul Rapat-rapat Panitia Khusus
(Pansus) DPRD Kota Makassar sesuair dengan
mekanisme vang ditetapkan dalam Peraturan Tata
Tertib  Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota
Makassar;

bahwa hasil pembahasan Ranperda sebagaimana
dimaksud huruf a. perlu disetujui dan ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah:

bahwa untuk maksud tersebut hurut a dan huruf b,
perlu  menetapkan Keputusan Dewan  Perwakilan
Rakvat Daerah Kota Makassar tentang Persetujuan
Penetapan Ranperda Kota Makassar tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Makassar  Tahun 2025-2045 memjadi  Peraturan
Daerah

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
hesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat |[I  di Sulawesi
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822},

Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Namor 44217,



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negava Republik Indonesia Tshun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234}, sebagaimana telah diubah
dengan Undang ~Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tammbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Da¢raly (Lembaran Negara Republik
Iindonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintabh Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar
dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan
Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota
Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 193);

Peratauran Pemerintah Nomor 26 Tabhun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah WNasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemeriniah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republikk Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

I0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahuh 2018 tenfang Perubahan Atas Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11, Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018
tentang Tata Tertib DPRD Kota Makassar (Berita
Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 36)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Makassar
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota
Makassar {Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019
Nomor 75};

12, Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018
tentang Kode Etik (Berita Daerah Kota Makassar
Tahun 2018 Nomor 37},

1. Laporan akhir Pansus Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Xota
Makassar Tahun 2025-2045 Nomor
50/DPRD/PANSUS/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024,

Hasil Musyawarah dalam Rapat Paripurna DFRD Kota
Makassar tanggal 3 Juli 2024,

b3

MEMUTUSKAN

: Menerima dan menyetujui Persetujuan Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Makassar Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan
Daerah.



KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA DPRQZ‘A MAKASSAR
\ '!’ -

RUD

LALLO, S.H., M.H

Tembusan :

. Gubernur Sulawesi Selatan;

. Wali Kota Makassar;

. Pimpinan DPRD Kota Makassar ;

. Para Ketua Fraksi DPRD Kota Makassar:;

. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kota Makassar;

. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar;
. Sekretaris DPRD Kota Makassar;

. Pertinggal,

WU W =



BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA MAKASSAR DAN DPRD KOTA MAKASSAR

NOMOR : 050.13/141/BA/BAPPEDA /VII/2024
NOMOR :188.34/ 855/DPRD/VII/2024

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2045

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat,
kami masing - masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir HMOH.RAMDHAN POMANTO: Wali Kota Makassar, berkedudukan di Makassar
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Makassar selanjutnva  disebut

PIHAK PERTAMA —
2. RUDIANTO LALLO, S.H.M.H : Ketua DPRD Kota Makassar
ADI RASYID ALI, SE., MM : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar
Ir. Hj. ANDI SUHADA SAPPAILE : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar
H. A. NURHALDIN NH : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakvat Daerah

Kota Makassar berkedudukan di Makassar Jalan
A. P. Petta Rani Blok £ Nomor 1 - 2, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah Kota Makassar
selanjutnyva disebut PIHAK KEDUA —

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menyetujui bersama
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RP.IPD) Kota Makassar 2025-2045 vang telah dibahas melalui rapat-rapat Panitia
Khusus DPRD Kota Makassar untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

PIHAK KEDUA,

r W MAKASSAR
w

PIHAK PERTAMA,
WALI KOTA MAKASSAR

=

Ir. H. MOH.RAMDHAN POMANTO

M ALL S.E., M.M

WAKIL KETUA DPRD KOTA MAKASSAR

Ir. Hj. DI SUHADA SAPPAILE

WAKIL KETUA DPRD KOTA MAKASSAR

H. A. NURHALDIN NH



BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA MAKASSAR DAN DPRD KOTA MAKASSAR

NOMOR : 050.13/141/BA/BAPPEDA/VII/2024
NOMOR :188.34/ 855/DPRD/VII/2024

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2045

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat,
kami masing - masing vang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir HMOH.RAMDHAN POMANTO: Wali Kota Makassar, berkedudukan di Makassar
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Makassar selanjutnva disebut
PIHAK PERTAMA —

2. RUDIANTO LALLO, S.H. M.H : Ketua DPRD Kota Makassar

ADI RASYID ALI, SE., MM : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar
Ir. Hj. ANDI SUHADA SAPPAILE : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar
H. A. NURHALDIN NH : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakvat Daerah

Kota Makassar berkedudukan di Makassar .Jalan
A. P. Petta Rani Blok E Nomor 1 - 2, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyvat Daerah  Kota Makassar
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA —

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menyetujui bersama
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPIPD) Kota Makassar 2025-2045 vang telah dibahas melalui rapat-rapat Panitia
Khusus DPRD Kota Makassar untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (duaj untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
WALI KOTA MAKASSAR

<

Ir. H. MOH.RAMDHAN POMANTO

WAKIL KETWJA DPRD KOTe MAKASSAR
Ir. Hj. AND{ SUHADA SAPPAILE

WAKIL KETUA DPRD KOTA MAKASSAR

H. A. NURHALDIN NH



